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BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR /7 TAHUN2015

TENTANG

AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KABUPATEN SAROLANGUN ?AHUN 2015

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI SAROLANGUN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Presiden Nomor 55 Tatrun 2OL2 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang 2OL2-2A25 dan Jangka
Menengah Tahun 2O|2-2OL4, perlu menJrusun Aksi
Daerah Pencegahan datr Pemberantasan Korupsi
Kabupaten Sarolangun Tahun 2015;

batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perattrran
Bupati tentang Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Kabupaten Sarolangun Tatrun
20t5;
Undang-Und^ang Nomor 30 Tahun 2OA2 Komisi
Femberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AO2 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a25Ol ;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun L999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Taqiung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
L999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah
diubatr dengan Undang-Undang Nomor L4 Tahun
2O0O tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
54 Tahun 1999 tentang Pembenttrkan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 81.,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2A06 tentang
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10.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemeritahan Daerah (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ALS Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791 ;

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2OL2 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang 2Ot2-2O25 dan Jangka
Menengah 2OL2-2OL4 (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al2 Nomor l22l;
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Frogram Pembangunan Berkeadilan;

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun z0lt tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Konrpsi Tahun
2012;
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi
Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tatrun 2O13;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
35617498/SJ, tanggal 16 Desember 2OL4 tentang
Panduan Pen5rusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pemerintah Daerah Tahun 2015;

Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor
O6L I 123/SE/SETDA.ORG-?l?ALS tentan Panduan
Pen5nrsunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AKSI PPK)
Pemerintah Kabupaten / Kata, Tahun 20 1 5.

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015.

Pasal 1

Da1am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sarolangun dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten
Sarolangun;

4.

5.

6.

7.

8.
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Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten
Sarolangun, selanjutnya disebut TKPPK Kabupaten Sarolangun adalah
wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemanglm kepentingan
untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Kabupaten
Sarolangun yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati Sarolangun;

Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi
masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalarn pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 2

AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 dilaksanakan selama 1 (satu)
tahun secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan
melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 3

AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 berisikan program atau
kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten
Sarolangun Tahun 2Ol4 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Bupati ini yang merrrpakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tatrun 2015 dijalankan melalui Strategi
Pencegahan dengan sistem pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi
mengacu pada :

a. pembenttrkan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan
memperhitungkan Integrasi Internal Kelembagaan yang memiliki target
jelas sampai akhir tahun 2015 dengan Fol<us pada pemberian perizinan;

b. integrasi mekanisme penangarlan keluhan/pengaduan terhadap upaya
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, termasuk proses penegakan
hukum;

c. membuka akses antar SKPD untuk menindaklanjuti pengaduan yang
disampaikan masyarakat;

d. keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara
korupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah;

e. keterbukaan prosedur pengoperasian standar (Standar Operasional
Prosedur) penanganan perkara dan pemrosesan pihak yang
menyalahgunakan wewenang;

f. penyempurnaan kode etik pegawai dengan sanksi dengan yang jelas
(diperkuat dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai;
pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta publikasi pelaku
penyalahgunacul j abatan;
pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal dan
eksternal (termasuk masyarakat) atas penyalahgunaan kewenangan ;
pemantapan administrasi keuangan daerah, dan mempublikasikan
penerimaan hibah/banflran/donor di badan oublik dan narr'i nnlitiL

5.
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h.
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m. transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang
dan jasa ;

n.

o.

transparansi dan akuntabilitas
Pemerintah Kabupaten Sarolangun
secara tepat waktu ;
penerapan fakta integritas ;

laporan kinerja tahunan SKPD
yang dilaporkan dan dipublikasikan

Pasal 5

AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2O15 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Kabupaten Sarolangun yang dibentuk dan ditetapkan melalui
Keputusan Bupati Sarolangun .

Pasal 6
(1) Pelaporan Pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2015

disampaikan kepada:
a. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
b. Menteri Dalam Negeri;
c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Unit Keda Fresiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan (UKP4);
(2) Strategi pelaporan disusun oleh TKPPK (Tim Koordinasi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Sarolangpn).

Pasal 7
(1) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten

Sarolangun Tahun 2015 terdiri dari 6 (enam) aksi, yaitu:
a. Pelimpahan selunrh kewenangan penerbitan perizinan dan non

perizinan di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP);

b. Melakukan penyederhanaann perizinan dari sisi jumlatr, persyaratan,
wakhr maupun prosedur dengan tersedianya SOP Perizrnan;
Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
Rrblikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana
Kerja Satuan Perangkat Daerah;

e. Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
f. Pembenhrkan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembanhr;
(2) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ss[egaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal I
TKPPK Kabupaten sarolangun melaksanakan aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi yang disusun sebagaimana tercantum pada kolom 6
lampiran ini, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah dan atau melalui Asisten Sekretaris Daernh vano

c.
d.



mengkoordinasikan penJrusunan pelaporan Aksi PPK Pemerintah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 setiap triwulan, mulai dari bulan
ke-tiga (BO3), bulan ke-enam (806), bulan ke-sembilan (BO9) sampai
dengan bulan ke-dua belas (812);

memastikan seluruh pelaporan RAD-PPK dari masing-masing SKPD
penanggungiawab aksi PPK sudah dilaporkan kedalam sistem
monitoring UKP-PPP dengan alamat https : / I serambi. ukp. go. id;

4. mengkoordinasikan verifikasi pelaporan Aksi PPK Pemerintah
I(abupaten Sarolangun oleh unit SKPD terkait;

Inspektorat bertugas :

1. memantau dan memastikan SKPD Pemerintah Kabupaten
Sarolangun terkait, telah melaksanakan Aksi PPK Tahun 2Al5 sesuai
dengan trrgas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing;

2. mengontrol pelaporan seluruh Aksi PPK Tahun 2Ol4 sudah
dilakukan oleh setiap SKPD terkait, termasuk AD-PPK Peningkatan
transparansi pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan
transparansi proses pengadaan Barang dan Jasa;

3. melakukan pemantauan lapangan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korrrpsi tahun 20 15.

Bagran Organisasi Setda Kabupaten Sarolangun bertugas :

1. melaksanakan, mengumpulkan data pendukung dari setia SKPD
terkait dan melaporkan ke Bappeda l(abupaten Sarolangun untuk
dilaporkan kedalam utebsite UKP-PPP: ttttps://serambi.ukp.go.id
dan capaian keberhasilan dilengkapi dengan data dukung setiap
triwulan.

2. Menyampaikan Laporannya ke Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi,
Ke Kemendagn RI, dan Bappenas RI ;

Bagran Hukum Setda Kabupaten Sarolangun, bertugas melaksanakan,
mendukung dan bekerjasama dalam melaporkan dari ke-enam Rencana
Aksi apabila ada yang bersangkutan dengan Produk Hukum.

Badan Pelayanan Pennnan Terpadu Satu Pinhr, bertugas Melaksanakan
dan melaporkan capaian keberhasilan aksi disetiap Rencana Aksi yang
datanya dibutuhkan dari BPPTSP dilengkapi dengan data dukung setiap
triwulan.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, atau dengan
sebutan lain, bertugas melaksanakan dan melaporkan capaian
keberhasilan aksi disetiap Rencana Aksi yang datanya dibutuhkan dari
DPPKAD dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertugas :

1. melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi
dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan
keda perangkat daerah dilengkapi dengan data dukung setiap
*riunrlatr aerta rlafa lainhrta rt6nd manzlttl-raa ^^ri^- -- t

2.

3.

b.

c.

3.

4.

5.
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3. menginput selumh laporan capaian keberhasilan aksi PPK Tahun

2015 dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk
dilaporkan kedalam website UKP-PPP: ?rttps:/ / serambi.ulW.go.id;

7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian
Administrasi Pembangunan , dan l(antor Pengolahan Data Elektronik
berhrgas melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi
pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa dilengkapi
dengan data dulmng setiap triwulan.

Pasal 9

(1)Tim Koordinasi AD-PPK Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2Ot4
menJrusun pelaporan Pemerintah Daerah dengan menghitung persentase
ukuran kerberhasilan capaian aksi daerah guna mendukung pencapaian
sasaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyampaian laporan capaian keberhasilan pelaksanaan AD-PPK
Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 dilakukan melalui utebsite
https: " serambi.ukp. ga.id, dengan jadwal sebagai berikr:t:

a. penyampaian klaim laporan dari SKPD Pemerintah Kabupaten
Sarolangun kepada Baglan Organisasi Setda Kabupaten SarolangUo,
dengan jadwal sebagai berikut:
1. pelaporan BO3, paling lambat tanggal 25 Maret 2O15;
2. pelaporan 806, paling lambat tanggal 25 Juni 2OL5;
3. pelaporan BO9, paling lambat tanggal 25 September 2015;
4. pelaporan BLz, paling lambat tanggal tanggal 24 Desember 2OL5;

penyampaian laporan oleh Bagran Organisasi Setda Kabupaten
Sarolangun ke Bappeda Kabupaten Sarolangun, dengan jadwal
sebagai berikut:
1. pelaporan BO3, paling lambat tanggal 27 Marct 2QL4;
2. pelaporan E}O6, paling lambat tanggal 27 Jluni 2OL4;
3. pelaporan BO9, paling lambat tanggal 27 September 2OL4;
4. pelaporartBl2, palins lambat tanggal tanggal 27 Desember 2AL4;

penyampaian laporan oleh Bappeda Kabupaten Sarolangun bersama
Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sarolangun kedalam sistem
monitoring UKP-PPP dengan jadwal sebagai berikut:
1. pelaporan BO3, dibuka tanggal 28 Maret 2Ot4 dan ditutup

tanggal 5 April 2AL4 pada pulml 23.59 WIB;
2. pelaporan E}06, dibuka tanggal 28 Juni 2Ol4 dan ditutup tanggal

5 Juli 2Ot4 pada pukul 23.59 WIB;
pelaporan 809, dibuka tanggal 28 September 2OL4 dan ditutup
tanggal 5 Oktober 2OL4 pada pukul 23.59 WIB;
pelaporan fJ-l2, dibuka tanggal 28 Desember 2OL4 ditutup
tanggal 5 Januari 2AL4 pada pukltl 23.59 \t/IB.

b.

c.

3.

4.

Pasal 10



Pasal L1

Perahrran Bupati ini berlaku sejak tanggal diundanglcan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkart
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Ihbupaten Sarolangun.

pen$rndangan
Berita Daerah

TEI,AII FITEIITI KEE UT,IANANN, Y *
KAEAG }IUKUM SETOA

AHMADNASRI
futP. f g67t1t0 199703 1 u0;

Ditetapkan di Sarolansuq
pada tanggal , ll Februdn 20 15

SAROLANGUN,

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarol,angtrn .
pada tan[gal, tl F26ruan 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2OI4 NOIUON ,7


